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6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang Olahraga.
7. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

8. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan
Olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses
pendidikan yang teratur dan berkelanjutan
untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian,
keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.

9. Olahraga Rekreasi adalah Olahraga yang dilakukan
oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan
yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi
dan nilai budaya Masyarakat setempat untuk
kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.

10. Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang membina
dan mengembangkan olahragawan secara terencana,
berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi
untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu
pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.

1 1. Industri Olahraga adalah kegiatan bisnis bidang
Olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau
jasa.

12. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang
'menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi
untuk penyelenggaraan Olahraga sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah organisasi
olahraga yang membina, mengembangkan, dan
mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau
gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis
olahraga yang merupakan anggota federasi cabang
olahraga internasional yang bersangkutan.

St< Nlo l030eS A
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14. Komite Paralimpik Nasional Indonesia (National

Paralimpic Committee of Indonesia) yang selanjutnya
disingkat NPC adalah induk organisasi olahraga bagi
penyandang disabilitas di Indonesia.

15. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia
nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan
peranan dalam bidang Keolahragaan.

16. Perseorangan adalah orang perorangan atau
sekelompok orang yang bukan merupakan suatu
organisasi.

17. Tim Koordinasi Pusat adalah tim yang dibentuk
untuk memimpin, memantau, dan mengevaluasi
penyelenggaraan DBON.

18. Tim Koordinasi Provinsi adalah tim yang dibentuk
untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan
DBON di tingkat daerah provinsi.

19. Tim Koordinasi KabupatenlKota adalah tim yang
dibentuk untuk mendukung kelancaran
penyelenggaraan DBON di tingkat daerah
kabupaten/kota.

Pasal 2

(1) DBON bertujuan:
a. meningkatkan budaya Olahraga di Masyarakat;
b. meningkatkan kapasitas, sinergitas, dan

produktivitas Olahraga Prestasi nasional; dan
c. memajukan perekonomian nasional berbasis

Olahraga.
(2) DBON berfungsi untuk memberikan pedoman bagi

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi,
Pemerintah Daerah kabupatenfkota, Organisasi
Olahraga, Induk Organisasi Cabang Olahraga, dunia
usaha dan industri, akademisi, media, dan
Masyarakat dalam penyelenggaraan Keolahragaan
Nasional sehingga pembangunan Keolahragaan
Nasional dapat berjalan secara efektif, efisien, unggul,
terukur, akuntabel, sistematis, dan berkelanjutan.
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Pasal 3

(1) DBON memuat:
a. visi dan misi;
b. prinsip;
c. tujuan dan sasaran;
d. kebijakan dan strategi; dan
e. peta jalan DBON.

(2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
memuat gambaran umum mengenai penyelenggaraan
DBON yang efektif, efisien, unggul, terukur,
akuntabel, sistematis, dan berkelanjutan.

(3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
memuat upaya yang akan dilaksanakan untuk
mewujudkan visi.

(4) Tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c memuat indikator pencapaian visi dan
misi.

(5) Peta jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e disusun dalam 5 (lima) tahapan periode
Tahun 2O2l-2O45 berdasarkan periode DBON.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peta jalan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan
Peraturan Menteri.

(7) DBON sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB II
PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu
Umum

(1) DBON
meliputi

Pasal 4

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

a. Olahraga Rekreasi;
b. Olahraga Pendidikan:
c. Olahraga Prestasi; dan
d. Industri Olahraga.
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(2) Industri Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf d termasuk wisata Olahraga.
(3) DBON sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)

diselenggarakan secara bertahap dalam 5 (lima) tahap
untuk periode Tahun 2O2l - 2045 dengan rincian
sebagai berikut:
a. tahap pertama Tahun 2O2I - 2024;
b. tahap kedua Tahun 2025 -2029;
c. tahap ketiga Tahun 2O3O - 2034;
d. tahap keempat Tahun 2035 - 2039; dan
e. tahap kelima Tahun 2O4O - 2045.

Bagian Kedua
Koordinasi Penyelenggaraan

Pasal 5

(1) Penyelenggaraan DBON dilaksanakan oleh
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan
Pemerintah Daerah kabupaten/kota secara sinergis
dengan:

a. Organisasi Olahraga;
b. dunia usaha dan industri;
c. Masyarakat;
d. Perseorangan;

e. akademisi; dan
f. media.

(2) Penyelenggaraan DBON sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi perencanaan, supervisi,
pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 6

Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah
kabupatenlkota wajib mengelola paling sedikit 1 (satu)

cabang Olahraga unggulan berdasarkan DBON.

Sl( I'le l0i l0l A
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1

10

2

3

4

5

6

7

8

9

menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan dalam
negeri;

menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang
hukum dan hak asasi manusia;
menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang
agama;
menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang
keuangan negara;

menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang
pendidikan;
menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang
kesehatan;

menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang
sosial;

menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang
perindustrian;
menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang
pekerjaan umum dan
perumahan rakyat;
menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang
perencanaan pembangunan
nasional;
menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang
badan usaha milik negara; dan

Sl( Nlo 10.1103 A
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12. menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang
kepariwisataan dan tugas
pemerintahan di bidang ekonomi
kreatif.

Pasal 9

Tim Koordinasi Pusat melaporkan hasil pelaksanaan
tugasnya kepada Presiden secara berkala paling sedikit
1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu
apabila diperlukan.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 10

(1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas,
Tim Koordinasi Pusat dibantu sekretariat yang secara
ex-officio dilaksanakan oleh unit kerja yang
membidangi Olahraga Prestasi di lingkungan
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Olahraga.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan
administrasi kepada Tim Koordinasi Pusat.

(3) Ketentuan mengenai rincian tugas sekretariat
ditetapkan oleh Menteri selaku ketua pelaksana.

Bagian Keempat
Koordinasi Tingkat Daerah

Paragraf 1

Tim Koordinasi Provinsi

Pasal 1 1

(1) Dalam rangka menyelenggarakan DBON di tingkat
provinsi, gubernur membentuk Tim Koorclinasi
Provinsi.

SK Nlo 10.110.r A
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(2) Tim Koordinasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menggunakan sumber daya yang dimiliki
perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah provinsi di bidang Olahraga dan perangkat
daerah terkait.

(3) Tim Koordinasi Provinsi bertugas:
a. melakukan koordinasi, integrasi, dan

sinkronisasi penyelenggaraan DBON di daerah
provinsi;

b. mengoordinasikan perencanaan, supervisi,
pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan pelaksanaan DBON di daerah
provinsi; dan

c. mengoordinasikan peningkatan kapasitas
kelembagaan Pemerintah Daerah
kabupaten/kota dalam penyelenggaraan DBON.

(41 Tim Koordinasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dipimpin oleh gubernur.

(5) Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Tim Koordinasi Provinsi
melakukan rapat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

(6) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Provinsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan
dengan kebutuhan Pemerintah Daerah provinsi.

Paragraf 2

Tim Koordinasi Kabupaten I Kota

Pasal 12

(1) Dalam rangka menyelenggarakan DBON di daerah
kabupatenf kota, bupati/wali kota membentuk Tim
Koordinasi Kabup aten f Kota.
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(2) Tim Koordinasi KabupatenlKota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menggunakan sumber daya
yang dimiliki perangkat daerah kabupaten/kota yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota di
bidang Olahraga dan perangkat daerah terkait.

(3) Tim Koordinasi KabupatenlKota bertugas:
a. melakukan koordinasi, integrasi, dan

sinkronisasi penyelenggaraan DBON di daerah
kabupatenlkota;

b. mengoordinasikan perencanaan, supervisi,
pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan pelaksanaan DBON di daerah
kabupaten/kota;

c. melaksanakan program dan kegiatan
berdasarkan DBON sesuai dengan kebutuhan
dan potensi Olahraga di daerah kabupatenlkota;
dan

d. menyelesaikan masalah terkait pelaksanaan
DBON di daerah kabupaten/kota.

(4) Tim Koordinasi KabupatenlKota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
bupati/wali kota.

(5) Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Tim Koordinasi
KabupatenlKota melakukan rapat 1 (satu) kali dalam
1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila
dibutuhkan.

(6) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi
Kabupate n f Kota sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah
Daerah kabupaten / kota.

5,!( Nlo l03l0r. A
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Pasal 18

Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah

kabupaten/kota mengalokasikan anggaran untuk
pendanaan pelaksanaan DBON dari anggaran pendapatan
dan belanja daerah sesuai dengan kemampuan keuangan
daerah dan mempertimbangkan target capaian
pelaksanaan DBON yang menjadi kewenangan Pemerintah
Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku:
a. semua peraturan perundang-undangan yang

merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan
Presiden Nomor 95 Tahun 2Ol7 tentang Peningkatan
Prestasi Olahraga Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 221) tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum
diubah berdasarkan Peraturan Presiden ini; dan

b. peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2OL7 tentang
Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 2271,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

S!( No 103 I 09 A
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B. MISI DESAIN BESAR OLAHRAGA NASIONAL

Misi DBON sebagai berikut:
a. mewujudkan masyarakat Indonesia yang berpartisipasi aktif

berolahraga dengan tingkat kebugaran jasmani baik;
b. mewujudkan peserta didik pada satuan pendidikan yang

berpartisipasi aktif berolahraga sehingga berkarakter unggul,
memiliki kecakapan gerak, dan tingkat kebugaranjasmani baik;

c. mencetak atlet-atlet berprestasi dunia dengan pembinaan atlet
jangka panjang yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi
Keolahragaan sebagai faktor pendukung utama;

d. mengembangkan Industri olahraga yang mendukung pembinaan
dan pengembangan Olahraga nasional serta berkontribusi kepada
pertumbuhan ekonomi nasional; dan

e. mewujudkan tata kelola pembinaan dan pengembangan Olahraga
nasional yang modern, sistematis, sinergi, akuntabel, berjenjang,
dan berkelanjutan.

C. PRINSIP DESAIN BESAR OLAHRAGA NASIONAL

Dalam menjalankan misi dan mewujudkan tujuan DBON
menggunakan prinsip-prinsip Excellence (unggul), Measurable
(terukur), Accountable (dapat dipertanggungjawabkan), dan Sgsf ematic
and Suistainable (sistematis dan berkelanjutan) yang dapat disingkat
menjadi EMAS dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Excellence (unggul)
Seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan harus dilakukan
dengan upaya yang terbaik untuk menghasilkan mutu setinggi-
tingginya.

b. Measurable (terukur)
Pelaksanaan DBON yang dirancang harus dilakukan secara terukur
dan jelas target, sasaran, serta waktu pencapaiannya.

c. Accountable (dapat dipertanggungjawabkan)
DBON harus dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi
kewenangannya serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Systematic & Suistairuable (sistematis dan berkelanjutan)
Program dan kegiatan yang harus dilaksanakan secara sistematis,
konsisten dan berkelanjutan pada semua tingkatan pelaksanaan.

Sl( trto l03l l: A
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D. TUJUAN DESAIN BESAR OLAHRAGA NASIONAL

DBON bertujuan:
a. meningkatkan budaya Olahraga di Masyarakat;
b. meningkatkan kapasitas, sinergitas, dan produktivitas Olahraga

Prestasi nasional; dan
c. memajukan perekonomian nasional berbasis Olahraga.

DBON berfungsi untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah
Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah
kabupatenfkota, Organisasi Olahraga, Induk Organisasi Cabang
Olahraga, dunia usaha dan industri, akademisi, media, dan Masyarakat
dalam penyelenggaraan Keolahragaan Nasional sehingga pembangunan
Keolahragaan Nasional dapat berjalan secara efektif, efisien, unggul,
terukur, akuntabel, sistematis, dan berkelanjutan.

E. SASARAN DESAIN BESAR OLAHRAGA NASIONAL

Untuk mewujudkan tujuan DBON, maka disusun sasaran yang
terukur sebagai acuan pencapaian tujuan dalam periode
Tahun 2O2l-2O45 sebagai berikut:
a. terwujudnya partisipasi aktif Masyarakat berolahraga berusia

10 (sepuluh) tahun ke atas dapat diukur dari persentase Masyarakat
yang berpartisipasi aktif berolahraga sebanyak 3 (tiga) kali seminggu
dengan durasi waktu minimal 60 (enam puluh) menit per aktivitas.
Pada Tahun 2045 sebanyak 7O%o (tujuh puluh persen) Masyarakat
berpartisipasi aktif berolahraga, sehingga diharapkan 6Ooh (enarn
puluh persen) memiliki tingkat kebugaran jasmani baik;

b. terwujudnya partisipasi siswa dan mahasiswa yang aktif
berolahraga berusia 7 (tujuh) tahun ke atas dapat diukur dari
persentase pendidikan jasmani Olahraga dan kesehatan sebanyak 3

(tiga) kali seminggu dengan durasi waktu minimal 60 (enam puluh)
menit per pertemuan. Pada Tahun 2045 sebanyak TOoh (tujrth puluh
persen) siswa dan mahasiswa berpartisipasi aktif berolahraga,
sehingga diharapkan 3Oo/o (tiga puluh persen) memiliki tingkat
kebugaran jasmani baik;

i-il( Nlo l03l l3 A
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c. terwujudnya prestasi Olahraga dunia melalui program pembinaan

atlet jangka panjang secara sistematis, berjenjang, dan
berkelanjutan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi
Keolahragaan yang didukung oleh tenaga Keolahragaan yang

berkualitas, prasarana dan sarana, dan big data Keolahragaan
mulai dari Tahun 2O2l sampai dengan 2045 dalam rangka
mencapai target meraih peringkat ke-5 (kelima) pada Olympic Games

dan Paralgmpic Games Tahun 2044;
d. terw'ujudnya perkembangan Industri Olahraga meliputi industri

barang, industri jasa, dan industri pariwisata yang berkualitas,
jumlah cabang Olahraga yang dibina oleh badan usaha, jumlah
kuantitas dan kualitas euent, dan destinasi wisata Olahraga sebagai

konsekuensi logis dari meningkatnya partisipasi Masyarakat
berolahraga, sehingga Industri Olahraga mampu berkontribusi
kepada pertumbuhan ekonomi dan berperan aktif mendukung
pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi nasional; dan

e. terwujudnya tata kelola pembinaan dan pengembangan Olahraga
nasional yang modern, sistematis, sinergi, akuntabel, berjenjang,
dan berkelanjutan mulai dari tingkat kabupatenfkota, tingkat
provinsi, hingga ke tingkat nasional, dengan didukung ketersediaan
data yang terintegrasi dalam 1 (satu) sistem informasi Keolahragaan
Nasional yang profesional. Fokus pembinaan dan pengembangan
Olahraga pada cabang Olahraga unggulan Olgmpic Games dan
Paralympic Games serta cabang Olahraga yang digemari
Masyarakat.

Sl( No t03 I ld A
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BAB II

KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN PENYELENGGARAAN DESAIN BESAR

OLAHRAGA NASIONAL

A. KEBIJAKAN DESAIN BESAR OLAHRAGA NASIONAL

Kebijakan DBON difokuskan pada:

1. meningkatkan partisipasi aktif berolahraga dan tingkat kebugaran
jasmani masyarakat;

2. meningkatkan partisipasi aktif berolahraga dan tingkat kebugaran
jasmani peserta didik pada satuan pendidikan;

3. meningkatkan pencapaian prestasi Olahraga dunia fokus pada
capaian peringkat pada Olgmpic Games dan Paralympic Games;

4. melakukan pembinaan dan pengembangan industri olahraga
nasional serta optimalisasi penggunaan produk dalam negeri
sehingga industri olahraga nasionai mampu berperan aktif dalam
pembinaan dan pengembangan olahraga nasional serta
berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional; dan

5. memperkuat tata kelola pembinaan dan pengembangan Olahraga
nasional yang modern, sistematis, sinergi, akuntabel, berjenjang,
dan berkelanjutan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,
Organisasi Olahraga, dunia usaha dan industri, dan Masyarakat
yang didukung oleh big data analytics Olahraga nasional.

B. STRATEGI DESAIN BESAR OLAHRAGA NASIONAL

Strategi penyelenggaraan DBON, meliputi:
1. peningkatan partisipasi aktif berolahraga dan tingkat kebugaran

jasmani Masyarakat melalui promosi/kampanye I ajakan aktivitas
berolahraga disertai penyediaan fasilitas dan akses berolahraga,
prasarana Olahraga Rekreasi, pusat kebugaran, tenaga
Keolahragaan, dan euenl Olahraga Rekreasi;

2. peningkatan partisipasi aktif berolahraga dan tingkat kebugaran
jasmani peserta didik pada satuan pendidikan melalui penambahan
jam pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan,
pemassalan senam kesegaran jasmani, dan aktivitas fisik dengan
metode dan media pembelajaran yang menarik;

ljl( Nlo l0.l I lt1 A
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3. peningkatan prestasi Olahraga nasional untuk menuju prestasi

dunia/internasional dilakukan melalui pembinaan dan
pengembangan fokus pada cabang olahraga unggulan Olimpiade
dan Paralimpik, penerapan sistem promosi dan degradasi kepada
14 (empat belas) cabang Olahraga unggulan, penerapan sistem
pembinaan, pengembangan, dan peningkatan prestasi Olahraga,
pembinaan dan pengembangan Olahraga nasional dengan
menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kualitas
dan kuantitas tenaga keolahragaan berstandar internasional;
penyelenggaraan kompetisi Olahraga, partisipasi pada kompetisi
single/multi event Olahraga internasional, penerapan revitalisasi
pelaku organisasi dan sumber daya manusia, penataan
kelembagaan, dan pengembangan peran dunia usaha;

4. peningkatan peran serta Industri Olahraga dalam pembinaan dan
pengembangan Olahraga melalui upaya memperbanyak euent

Olahraga berbasis wisata Olahraga, pemanfaatan produk dalam
negeri, membangun, dan memfasilitasi sentra-sentra usaha mikro,
kecil, dan menengah Industri Olahraga, mendorong Pemerintah
Daerah untuk membangun dan mengembangkan Industri Olahraga,
menciptakan sumber daya manusia Industri Olahraga yang

berkualitas, penerapan standardisasi produk Industri Olahraga,
melakukan promosi produk Industri Olahraga, dan membangun
kolaborasi lintas stakeholder, dan

5. peningkatan kualitas tata kelola pembinaan dan pengembangan

Olahraga nasional yang modern, sistematis, sinergi, akuntabel,
berjenjang, dan berkelanjutan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah, Organisasi Olahraga, dunia usaha dan industri, dan
Masyarakat melalui pelatihan dan bimbingan teknis Organisasi
Olahraga, restrukturisasi organisasi, serta penataan sistem
manajemen.

ai'< Nlo l()31 lr, A
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